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BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Kekuasaan yang dimiliki Sultan Agung Mataram di tanah Priangan, telah mendorong terbentuknya Kabupaten Bandung seperti sekarang. Dalam “Serat Piagem” nya (Surat keputusan) yang bertanggal “Ping Sanga Bulan Muharam Tahun Alip”, Sultan Agung menetapkan Tumenggung Wiraangun-angun sebagai Bupati atau Mantri Agung pertama. Sementara Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang.
Dalam perhitungan Masehi, “Ping Sanga Bulan Muharam Tahun Alip” tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641. Perhitungan itu diungkapkan salah seorang arsiparis Belanda yang bernama F. de Haan. Perhitungan F. de Haan seperti tertulis dalam buku Sejarah Kabupaten Bandung yang disusun BPID dan UNPAD tahun 2003, demikian sederhana. Menurutnya, tahun Alip dalam almanak Jawa dimulai tahun 1633 Masehi. Tahun-tahun Alip yang dialami selama pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) ialah tahun 1633 dan 1641. Biasanya kata F. de Haan segala tindakan Raja Mataram terhadap daerah priangan, selalu diberitahukan kepada Wedana Bupati dalam hal ini Pangeran Rangga Gede. Dalam Serat Piagem itu, tidak disebut-sebut Rangga Gede atau Pembesar Mataram di priangan. Jadi menurut F. de Haan tidak mungkin Serat Piagem dibuat pada tahun 1633 Masehi.
Saat Surat Keputusan diterbitkan, Kabupaten Bandung berada dibawah pemerintahan Bupati R. H. Lily Sumantri.
Adapun pusat ibukota Kabupaten Bandung, pada masa Tumenggung Wiraangun-angun berkuasa berada di daerah “Krapyak”, sebuah daerah yang tidak jauh dari aliran sungai Citarum diseputar kawasan Dayeuhkolot sekarang. Dalam istilah Belanda, Dayeuhkolot disebut dengan nama “Oude Negorij” atau negeri lama. Nama Krapyak sendiri setelah menjadi pusat ibukota Kabupaten Bandung berganti nama menjadi Citeureup.
Pada masa kekuasaan Mataram, daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung meliputi :
1. Tatar Ukur yang terdiri Timbanganten, Gandasoli, Adirasa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo dan Ujungberung.
2. Kuripan
3. Sagaraherang
4. Sebagian Tanahmedang.
Setelah ditetapkan sebagai penguasa Bupati atau Mantri Agung, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki para Bupati di priangan termasuk Kabupaten Bandung selama masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, diantaranya ;
1. Hak pemilikan tanah
2. Hak penguasaan dan pengabdian dari penduduk
3. Hak memungut pajak
4. Hak atas perikanan dan berburu
5. Hak untuk menentukan hukum sendiri.
Hak-hak istemewa tersebut pada tahun 1677 diambil oleh VOC seiring dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasan Mataram di Priangan oleh VOC. Penyerahan sebagian wilayah kekuasaan ini, dianggap sebagai balas jasa kepada VOC karena telah ikut membantu dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo. Adapun Wilayah Priangan yang diserahkan ke pihak VOC meliputi : Kabupaten Bandung, Parakanmuncang dan Sumedang. Penyerahan wilayah kekuasaan dilakukan Sultan Mataram susuhunan Amangkurat 2 kepada Admiral Speelman dari pihak VOC.
Dengan diserahkannya Priangan tengah ke VOC, maka secara otomatis Kabupaten Bandung berada dibawah genggaman VOC atau kompeni Belanda. Namun demikian pengambilalihan  kekuasaan tidak berlangsung cepat. Karena baru pada tanggal 15 Nopember 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachung Michiel atas perintah Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs melakukan reorganisasi wilayah Priangan menjadi 7 Kabupaten, meliputi :
1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Sumedang
3. Kabupaten Timbanganten
4. Kabupaten Sukapura
5. Kabupaten Parakan Muncang 
6. Kabupaten Imbanagara
7. Kabupaten Kawasen
Selain melakukan reorganisasi wilayah, VOC melakukan pula sistem “Preanger Stelsel” atas daerah priangan sistem ini sengaja diberlakukan VOC, karena tujuan pokok VOC di daerah priangan bukan melakukan pemerintahan langsung, namun lebih banyak berinisatif memungut hasil perdagangan untuk kepentingan mereka. Namun demikian untuk memperkuat legitimisasi kekuasaan VOC di Tanah Priangan, maka dikeluarkan “Acta Van Aanstlellingen” semacam surat pengangkatan sebagai Bupati yang dikeluarkan VOC.
Dengan keluarnya akta tersebut, maka para Bupati ditanah priangan mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada VOC. Upeti tersebut berupa komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi serta gula yang besarnya ditentukan sendiri oleh VOC
Jika dihitung sejak tanggal kelahiran 20 April 1641, maka pada tanggal 20 April 2012, usia Kabupaten Bandung sudah menginjak 371 tahun. Sebelum berkembang seperti sekarang, Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (dari masa ke masa) yang disusun R.H. Lily Sumantri, H. Sulaeman Anggapraja dan H. Ahmad Syafei, membagi masa pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing-masing :
1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran
2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam
3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang, 
Mataram (Sultan Agung dan Susuhunan Amangkurat I)
4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC
5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon
6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendels
7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles
8. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1816 s/d 1942
Sejak tahun 1942 s/d 1946, Kabupaten Bandung juga pernah mengalami masa penjajahan Jepang hingga meletusnya perang kemerdekaan. Suasana yang sangat tidak menyenangkan, terpaksa harus dialami oleh penduduk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung akibat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946. Kota Bandung khususnya Daerah Ciroyom, Tegallega, Cikudapateuh, Cicadas, sepanjang Oto Iskandardinata, Cibadak, Kopo dan Babakan Ciamis pada malam itu berubah jadi Lautan Api.
Peristiwa tersebut tentunya berdampak langsung ke wilayah Kabupaten Bandung, yang kala itu menjadi daearah pengungsian warga Kota Bandung. Sebagian besar mereka mengungsi ke daearah Bandung Selatan seperti Soreang, Majalaya, Ciparay, dan Banjaran. Sejarah mencatat, proses pengungsian dilakukan pula jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung yang kala itu diperintah Bupati R.E. Suriasaputra.
Atas perintah Residen Priangan Ardiwinangun, Pemerintah Kabupaten Bandung untuk sementara harus diungsikan ke daerah Cililin selama beberapa hari. Namun ternyata daerah Cililin pun dianggap tidak aman, maka terjadi lagi proses pengungsian ke daearah Soreang dan selanjutnya pindah ke Banjaran. Sekitar awal Juli 1946, Banjaran dihujani bom tentara Belanda yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan kepanikan masyarakat serta pemerintahan. Sehingga tidak lama kemudian pemerintah Kabupaten Bandung dialihkan ke daerah Pangalengan selanjutnya ke Santosa, Cikopo, Pasirgaru, Bungbulang daerah Garut.
Kendati terjadi pengungsian beberapa kali namun proses pemerintahan berjalan seperti biasa. Gaji dan kenaikan pangkat pegawai juga berjalan normal. Selama dalam pengungsian, Daerah Kabupaten Bandung terpaksa dibagi 2 ;
1. Daerah Utara,  meliputi daerah Lembang dan Cicalengka dibawah perintah Patih Bandung Anggakusumah.
2. Daerah Selatan dibawah perintah Bupati Bandung R.E. Suriasaputra. 
Pembagian daerah ini dimaksudkan untuk melancarkan roda pemerintahan
Hingga usia 368 tahun, Kabupaten Bandung telah diperintah oleh 27 Bupati, dengan susunan sebagai berikut :
1. Tumenggung Wira Angun-angun - Tahun 1641-1670
2. Tumenggung Nyili - Tahun 1670-1681
3. Tumenggung Ardikusumah - Tahun 1681-1704
4. Tumenggung Ardisuta (Tumenggung Anggadireja I) - Tahun 1704-1747
5. Demang Natapradja (Tumenggung Anggadireja II) - Tahun 1747-1763
6. Inderdiredja (Tumenggung Anggadireja III) - Tahun 1763-1794
7. R.A. Wiranatakusumah II (Dalem Kaum) - Tahun 1794-1829
8. R.A. Wiranatakusumah III (Dalem Karang Anyar) - Tahun 1829-1846
9. R.A. Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang) - Tahun 1846-1874
10. R.A. Kusumahdilaga (Dalam Marhum) - Tahun 1874-1893
11. R.A.A. Martanegara - Tahun 1893-1918
12. R.H.A.A. Wiranatakusumah V - Tahun 1918-1931
13. R.T. Hasan Sumadipradja - Tahun 1931-1935
14. R.H.A.A. Wiranatakusumah V - Tahun 1935-1945
15. R.T.E. Suriasaputra - Tahun 1945-1947
16. R.H.A.A. Wiranatakusumah VI (Aom Male) - Tahun 1947-1956
17. R. Affandi Wiradipura - Tahun 1956-1957
18. Letkol Inf. H. Memed Ardiwilaga - Tahun 1960-1967
19. Kolonel Inf. (Anumerta) Masturi - Tahun 1967-1969
20. Kol. CAJ. R.H. Lily Sumantri - Tahun 1969-1975 (I)
21. Kol. CAJ. R.H. Lily Sumantri - Tahun 1975-1980 (II)
22. Kol. Inf. Sani Abdurachman - Tahun 1980-1985
23. Kol. CHI. J. Cherman Effendi - Tahun 1985-1990
24. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.Ip - Tahun 1990-1995 (I)
25. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.Ip - Tahun 1995-2000 (II)
26. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna S.Ip - Tahun 2000-2005 (I)
27. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S.Ip - Tahun 2005-sekarang 
Gambar 1.1
[image: BUPATI]Foto Bupati Bandung
Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda
Pemerintahan Kab. Bandung, 2012.
Selain itu Kabupaten Bnadung memiliki wilayah yang terdiri dari 31 kecamatan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 1.2
[image: subang]Peta Wilayah Kabupaten Bandung
Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda 
Pemerintahan Kab. Bandung, 2012.
1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung

a. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung
Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh rapih kertaraharja, melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religious, cultural dan berwawasan lingkungan, dengan berorentasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa”.
b. Misi pemerintah Kabupaten Bandung
Untuk mewujudkan visi diatas, maka harus di terapkan juga misi yang harus mendapatkan perhatian yang seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi atau Good Government And Clean Government;
2. Meningkatkan SDM (Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan);
3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Menggali, Menumbuhkembangkan Dan Melestarikan Budaya Sunda Serta Kearipan Lockal Lainnya;
5. Memantapkan Pembangunan Pedesaan;
6. Meningkatkan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Kepaduan Pemanfaatn Tata Ruang Wilayah;
7. Meningkatkan Partisifasi Sector Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah;


1.3 Logo Dan Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

1.3.1 Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

	Selain itu Kabupaten Bandung memiliki Lambang yang berkokoh perisai yang berbentuk jantung perisai itu di bagi-bagi oleh sebuah garis balok melintang berwarna hitam (sable), seperti berikut :

Gambar 1.3
[image: logokbdg]LAMBANG PEMERINTAH KAB.BANDUNG

Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda
Pemerintahan Kab. Bandung, 2012.

1.3.2 Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung
Lambang Pemerintahan Kabupaten Bandung yang berkokoh perisai yang berbentuk jantung perisai itu di bagi-bagi oleh sebuah garis balok melintang berwarna hitam (sable). Berbentuk bendungan dan bertajuk 8 buah. Pembagian perisai menjadi lima tersebut mempunyai makna : 
1. Latar belakang kuning emas dengan gambar gunung (gunung tangkuban parahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa kabupaten Bandung termashur karena tanahnya yang subur didaerah bergunung-gunung, dan sebagai ciri memiliki gunung tangkuban parahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.
2. Bagian yang melintang dengan bergerigi merupakan bentuk bendungan yang kokoh, kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh, kuat baik secara fisik, dalam membendung air maupun hawa nafsu.
3. Pohon kina berwana hijau dan berlatar belakang merah, melambangkan bahwa ditatar Kabupaten Bandung memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan perkebunan pohon kina dikabupaten Bandung yang terluas di Asia dan kualitas baik.
4. Garis-garis bergelombang berwarna putih dan biru, melambangkan bahwa di kabupaten Bandung kaya akan air,baik air maupun danau, kabupaten Bandung dilintasi oleh sungai Citarum, Cikapundung, dan sungai kecil lainnya serta memiliki Danau (situ) Patenggang, Cileunca, Lembang, Ciburuy, dan danau-danau lainnya
5. Repeh, artinya suasanan kehidupan yang aman dan tentram. Rapih, artinya suasana kehidupan yang Rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri, Kertaraharja artinya tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi, adil dan merata.

1.4 Sejarah  Divisi Humas Pemerintahan Kabupaten Bandung

Humas pemerintah Kabupaten Bandung baru berdiri lagi sekitar dua tahun ini, karena pada masa sebelum pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid Humas di pemerintahan Kabupaten Bandung digabungkan dengan departemen penerangan. Namun setelah masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid departemen penerangan dihapus atau ditiadakan jadi secara otomatis Humas pun tidak ada. Namun setelah masa pemerintahan Abdurahman Wahid berakhir , akhirnya Humas di pemerintah Kabupaten Bandung mulai dirintis kembali dan akhirnya resmi berdiri sendiri  di divisi setda (sekretaris daerah)  yaitu dari akhir 2007 sampai sekarang sekitar kurang lebih dua tahunan. 
Bagian Humas Setda pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa Subag (Sub bagian). Adapun Bagian HUMAS ini membawahkan : Sub bagian Tata Usaha Pimpinan, Sub Bagian Publikasi dan pemberitaan, dan Sub Bagian protokol.
Kalau melihat tugas pokoknya hampir sama yaitu membentuk pencitraan atau menyampaikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang menjadi target atau kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat dan disamping itu humas secara tidak langsung menjadi juru bicara sekretariat.


1.5	Srtuktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung
Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :
[image: D:\Data Ekek\Document EKEK\DATA LAPORAN\Laporan PKL Setda Humas\setdaa.jpg]













1.6 Struktur Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten 	Bandung 

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupeten Bandung sebagai berikut :

Bagan 1.2
Struktur Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung
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Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda
Pemerintahan Kab. Bandung, 2012.


Dari gambar diatas struktur organisasi Humas pemerintah kabupaten Bandung, di ketahui bahwa Humas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, Kasubag Protokol, Kasubag Publikasi, yang membawahi bendahara, surat masuk / keluar, koordinasi dan informasi, kepegawaian, inventaris barang, penerima kunjungan. Pada struktur organisasi diatas terlihat juga bagian Humas berada di bawah atau masih dinaungi oleh Asisten Administrasi.

1.7 Susunan Organisasi Asisten Administrasi Pemkab

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, kerumahtanggaan dan persandian, organisasi dan ketatalaksanaan, layanan Humas dan keprotokolan serta pengelolaan asset. 
Susunan Organisasi Asisten Administrasi terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahkan :
1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian;
1. Sub Bagian Keuangan;
1. Sub Bagian Kepegawaian

1. Bagian Organisasi, membawahkan :
1. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
1. Sub Bagian Kelembagaan;
1. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan
aparatur.

1. Bagian HUMAS, membawahkan :
1. Sub Bagaian Tata Usaha Pimpinan;
1. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
1. Sub Bagian Protokol

1. Bagian Pengelolaan Aset, membawakan :
1. Sub Bagaian Analisa kebutuhan;
1. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
1. Sub Bagian pemanfaatan, Pengawasan, dan pengendalian


1.8 Job Deskription Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten   
           Bandung

	Sebelum masuk pada job description Bagian Humas Setda Pemerintahaan Kab.Bandung, Maka penulis akan menyebutkan terlebih dahulu mengenai tujuan dari Bagian Humas Setda Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang dalam pelaksanaannya sebagai penunjang pembangunan yakni, sebagai berikut : 
1. Meningkatkan penyampaian berbagai informasi Kabupaten Bandung yang akurat dan mutakhir pada masyarakat Kabupaten Bandung.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
Sedangkan uraian jabatan pada Struktural Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung, antara lain :


A. Asisten Administrasi

1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegitan bagian tata usaha dalam bidang administrasi umum dan perencanaan, pelaporan, evaluasi dan serta administrasi keuangan dinas.
2. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan kerja
3. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atas instruksi Sekretaris daerah.
4. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi pengelolaan dan prasarana, kerumahtanggan dan persandian, organisasi dan ketatalaksanaan, layanan Humas dan keprotokolan serta pengelolaan aset.

B. Kasubag Publikasi dan Pemberitaan

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat
2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat
3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan peliputan dan pengolahan data, pelayanan informasi serta pelayanan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan
4. Pelaksanan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat
6. Menampung aspirasi masyarakat untuk menjadikan bahan kebijakan dalam pembangunan di kabupaten bandung
7. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atas instruksi kepala bagian humas
8. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai media informasi dan segenap komponen yang ada secara harmonis

C. Kasubag Tata Usaha Pimpinan

1. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis administratif sub dinas berikut komponen yang ada dilingkungan dinas
2. Pelaksanaan pembinaan tugas-tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan tata persuratan yang ada dilingkungan bagian tata usaha
3. Penyusunan perencanaan dan program dinas  baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan rencana seluruh komponen dinas
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen dinas 

D. Kasubag Protokol

1. Mengatur acara-acara protokoler yang diadakan oleh pemerintah kabupaten bandung.
2. Menyiapkan rencana dan program kerja serta kegiatan acara sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bagian humas.
3. Melakukan evalusi dan pelaporan kegiatan yang diadakan, serta mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada kepala bagian humas
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

1.9 Sarana dan Prasarana Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten 	Bandung

1.9.1 Sarana Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung

Letak kantor Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung terletak di tengah-tengah Komplek Pemda Kab. Bandung di sebelah Gedung Moch. Toha. Terletak satu gedung dengan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Kantor Bagian Humas merupakan tempat melayani kebutuhan informasi khususnya mengenai pemerintahan Kabupaten Bandung dan kegiatannya baik itu internal maupun eksternal.

1.9.2	Prasarana Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung
Prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Prasarana Bagian Humas Setda Pemkab. Bandung
	No
	Sarana dan Prasarana
	Unit
	Keadaan Barang
	Keterangan

	1
	Ruangan Kabag Humas Setda Pemda Kab. Bandung
	1
	Baik
	

	2
	Ruangan Kasubag Humas Bagian TU
	1
	Baik
	

	3
	Ruangan Kerja Humas Bagian TU
	1
	Baik
	

	4
	Ruangan Kasubag Humas Bagian Protokol
	1
	Baik
	

	5
	Ruangan Kerja Humas Bagian Protokol
	1
	Baik
	

	6
	Ruangan Kasubag Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan
	1
	Baik
	

	7
	Ruangan Kerja Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan
	1
	Baik
	

	8
	Ruangan Tempat Ibadah (Mushalla)
	1
	Baik
	


Sumber : Arsip Penulis Bulan Agustus 2012

Sarana yang dimiliki oleh Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Sarana Bagian Humas Setda Pemkab. Bandung
	No
	Sarana dan Prasarana
	Unit
	Keadaan Barang
	Keterangan

	1
	Mesin tik manual portable
	2
	Baik
	

	2
	Mesin kalkulator
	3
	Baik
	

	3
	Lemari besi/ Metal
	3
	Baik
	

	4
	Lemari kaca
	5
	Baik
	

	5
	Rak Besi/ Arsip
	3
	Baik
	

	6
	Brankas
	1
	Baik
	

	7
	Komputer
	4
	Baik
	

	8
	Printer
	4
	Baik
	

	9
	White Board
	3
	Baik
	

	10
	Meja dan kursi kerja karyawan
	7
	Baik
	

	11
	Kursi plastik
	4
	Baik
	

	12
	Kursi dan meja tamu
	1
	Baik
	

	13
	Kamera video
	2
	Baik
	

	14
	Kamera SLR digital
	2
	Baik
	

	15
	Kamera poket/saku
	3
	Baik
	

	16
	Televisi
	1
	Baik
	

	17
	Dispenser
	1
	Baik
	

	18
	Seperangkat alat tulis kerja
	-
	Baik
	

	19
	Ruang Kabag Humas
	1
	Baik
	

	20
	Ruang Asisten Administrasi
	1
	Baik
	

	21
	Ruang kasubag Tata Usaha
	1
	Baik
	

	22
	Ruang kasubag protokol
	1
	Baik
	

	23
	Ruang redaksi kontak
	1
	Baik
	

	24
	Toilet
	2
	Baik
	

	25
	Mini Bus
	
	Baik
	


Sumber : Arsip Penulis Bulan Agustus 2012


1.10  Lokasi dan waktu PKL

1.10.1 Lokasi PKL
	Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yang penulis lakukan di Pemerintahan 	Kabupaten Bandung Di Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan Sekretariat Daerah Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang bertempat di komplek 	Pemerintahan Daerah Jalan Raya Soreang – KM 17 kab. Bandung, Tlp (022) 	5891191, 5891192, 5891143, Soreang 40911. Alamat Website : 	http://www.bandungkab.go.id 
1.10.2 Waktu PKL
[bookmark: _GoBack]	Praktek kerja Lapangan yang penulis ikuti yaitu selama 23 hari. Adapun pelaksanaan PKL itu sendiri dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2012 di Sub Bag Humas Publikasi dan Pemerintahan Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang di laksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat yang dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB sesuai dengan jam 	kerja pegawai, kecuali di Bulan Ramadhan penulis masuk dari 08.00 – 14.30 WIB, tetapi apabila ada kegiatan dari jam kerja , penulis ada penambahan jam 	kerja sesuai dengan kegiatan yang di hadiri oleh penulis.
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